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P  U  T  U  S  A  N

Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Samarinda yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, umur  52  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan ibu  rumah  tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  KOTA  SAMARINDA,

sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT,  umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan

SLTP, tempat kediaman terakhir di KOTA SAMARINDA, sekarang

tidak  diketahui  lagi  alamatnya  yang  jelas  dan  pasti  di  seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  Penggugat  dan  memeriksa  alat  bukti  serta saksi-saksi  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal  12 April  2021, yang

telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Samarinda dengan  Nomor

701/Pdt.G/2021/PA.Smd,  tanggal  13  April  2021, telah  mengajukan  gugatan

perceraian terhadap Tergugat  dengan  mengemukakan  dalil-dalil  pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010, terdaftar di Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Samarinda  Seberang  Kota  Samarinda  sesuai
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dengan Kutipan Akta  Nikah Nomor:  245/79/III/2010  tanggal  22  Maret  2010,

sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pattimura, Kelurahan Tenun Kota

Samarinda selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri  namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman

bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah  berturut-

turut  hingga  sekarang,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  ijin

Penggugat  dan  tanpa  alasan  yang  sah.  Selama  itu  Tergugat  tidak  pernah

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas

dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa  selama  itu  pula  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada

Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan

sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan)

Penggugat;

6. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mencari  Tergugat,  antara  lain  kepada

keluarga Tergugat, namun tidak dikatahui keberadaannya sampai sekarang;

7. Bahwa selama ditinggal  pergi  oleh Tergugat,  Penggugat  tetap bersikap dan

berperilaku baik;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir

dan  bathin  serta  sulit  mewujudkan  kehidupan  yang  rukun  dan  harmonis

kembali  bersama Tergugat,  Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak

ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini

ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  tersebut  di atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

3. Menjatuhkan  talak  satu  khul'i  Tergugat  (TERGUGAT),  terhadap  Penggugat

(PENGGUGAT), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

 Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang

menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut oleh

Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama  Samarinda  melalui  RRI  Samarinda

sebanyak 2 kali, masing-masing tanggal  15 April 2021 dan tanggal 17 Mei 2021,

yang  relaas  panggilannya  telah  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha mendamaikan dengan memberikan

saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  245/79/III/2010, aslinya  dikeluarkan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Samarinda

Seberang,  Kota  Samarinda, tanggal  22  Maret  2010,  bermeterai  cukup,

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda  bukti

P-1;
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2. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  471.1/506/400.09.005,  aslinya

dikeluarkan oleh Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota

Samarinda, tanggal 7 April 2021, menerangkan bahwa Tergugat hingga saat

ini sudah 8 tahun tidak diketahui lagi keberadaannya, bermeterai cukup, lalu

diberi tanda bukti P-2;

B. Bukti saksi-saksi

1. SAKSI  I, umur  32 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

wirausaha,  bertempat  tinggal  di  KOTA SAMARINDA, di  bawah  sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

‒ bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat atau anak tiri Tergugat;

‒ bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri,  namun  belum

dikaruniai anak;

‒ bahwa  setahu  saksi  sejak  2013  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah

kembali;

‒ bahwa selama pergi Tergugat tidak ada mengirim kabar berita dan juga

tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;

‒ bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;

2. SAKSI  II, umur  25  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

pendidikan  SLTA, bertempat  tinggal  di KOTA SAMARINDA,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

 bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri,  namun  belum

dikaruniai anak;

 bahwa  setahu  saksi  sejak  2013  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah

kembali;

 bahwa selama pergi Tergugat tidak ada mengirim kabar berita dan juga

tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat;
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 bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun

lagi  dan  mencukupkan  bukti-buktinya,  selanjutnya  Penggugat  telah  mohon

Putusan;

Bahwa  untuk  meringkas uraian  Putusan  ini,  maka  ditunjuk  segala  hal

sebagaimana tercantum dalam Berita  Acara  Sidang perkara ini, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan

nasihat  kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  maksudanya untuk bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  relaas  panggilan  untuk  Tergugat,

Majelis Hakim  berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

sebagaimana ketentuan dalam Pasal  27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975,  maka  oleh  karenanya  sekalipun  Tergugat   tidak  pernah  hadir  datang

menghadap di  persidangan, dan juga karena ketidakhadirannya itu  tanpa suatu

halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak

dihadiri Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan  Penggugat  dan  relaas

panggilan  Penggugat,  telah  ternyata  bahwa  Penggugat  berdomisili  di  wilayah

hukum Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan

Perubahan  Kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan  Agama,  perkara  ini  secara  relatif  menjadi  kewenangan  Pengadilan

Agama Samarinda;
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Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  mengenai  pokok

perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  alat  bukti  surat  P-1, maka  harus

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-

istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah

bercerai,  maka  oleh  karenanya  Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai  kapasitas

atau kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang,  bahwa dalil-dalil  pokok gugatan Penggugat  pada  dasarnya

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak

sejak  Maret  2013  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  dari  tempat

kediaman bersama hingga sekarang Penggugat  tidak pernah kembali  dan tidak

diketahui lagi keberadaannya serta tidak tidak pernah mengirimkan nafkah untuk

Penggugat,  karena  itu  Tergugat  telah  melanggar  janji  taklik  talaknya,  dan

Penggugat sanggup membayar  ‘iwadl untuk menebus talak Tergugat,  karena itu

jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Tergugat  di  persidangan

padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan

haknya  untuk  menyanggah  dalil-dalil  gugatan  Pengugat,  setiap  yang  tidak

disanggah sama dengan diakui,  berarti  dalil-dalil  Penggugat tersebut benar dan

menjadi  tetap,  namun  demikian  karena  perkara  ini  adalah  perkara  perceraian,

maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018

Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa antara suami-istri tidak

dapat  hidup  rukun  kembali,  karena  perceraian  itu  akan  mengakhiri  lembaga

perkawinan  yang  bersifat  sakral,  mengubah  status  hukum  dari  halal  menjadi

haram,  dengan  indikator  yang  secara  nyata  telah  terbukti  kemudian  dapat

mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf (c) Angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

oleh  karena  itu  Majelis  membebani  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil

gugatannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang

ternyata keterangan saksi–saksi  yang diajukan oleh  Penggugat  tersebut  secara

materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan

dan mendukung dalil-dalil  gugatan Penggugat,  sehingga telah memenuhi  syarat

formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian

tersebut  dapat  diterima  dan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  serta

menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  dihubungkan

dengan bukti P-1 dan bukti P-2 di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

‒ bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri,  namun belum dikaruniai

anak;

‒ bahwa sejak Maret 2013 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat dari tempat kediaman bersama;

‒ bahwa selama pergi,  Tergugat  tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak

pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

‒ bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  telah  dapat

menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  in-casu tentang  adanya  pelanggaran

taklik-talak yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat  2  tahun  berturut-turut,  telah  6  bulan  lebih  tidak  memperdulikan

Penggugat,  serta  telah  lebih  3  bulan  berturut-turut  tidak  memberikan  nafkah

wajibnya  kepada  Penggugat,  sehingga  Penggugat  merasa  mudharat  lahir-batin

dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat,  oleh

karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116

Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat telah

berlaku  tidak  taat  kepada  Tergugat  (nusyuz),  bahkan  untuk  lebih  menguatkan

kesungguhannya bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga telah membayar uang

'iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),  sebagai syarat yang dikehendaki atas

jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,   maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal  116 Huruf  (g)

Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  telah  terpenuhi,  dan  karena  itu  sudah

sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu  khul’i

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan penggugat tersebut sejalan pula

dengan  maksud  dalil  fiqh  dalam  Kitab  Tanwir  al-Qulub,  Juz  II,  halaman  359,

sebagai berikut :

عندوجودالشرط     وقع شرط طلقاعلي واذاعلق

 Artinya :  “Apabila talak digantungkan kepada syarat (janji), maka jatuhlah talak

tersebut apabila syarat terwujud”

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  lingkup  sengketa

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989,  yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

seluruh  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara  ini  akan  dibebankan  kepada

Penggugat;

Memperhatikan  dalil-dalil  syar'i  dan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

4. Menjatuhkan  talak  satu  khul’i  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap  Penggugat

(PENGGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima

ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila

n Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 M. bertepatan tang

gal 10 Muharram 1443 H, oleh Drs. Rusliansyah, S.H., sebagai Ketua Majelis, H.

Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masi
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ng sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang t

erbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didamping

i oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Hj. Safiah, M.H., sebagai Paniter

a Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,    Hakim Anggota,

          H. Burhanuddin, S.H., M.H            H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. 

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H. 

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran :  Rp    30.000,00

2. Biaya Pemberkasan/ATK :  Rp    50.000,00

3. Panggilan :  Rp  400.000,00

4. PNBP :  Rp    20.000,00

5. Redaksi :  Rp    10.000,00

6. Meterai :  Rp      10  .000,00  

Jumlah     :  Rp  520.000,00 

                                   (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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